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Penangguhan Penahanan

No. SK :

Per syar atan

1. KTP PEMOHON
2. SURAT PERMOHONAN PENANGGUHAN PENAHANAN

3. APA BILA PEMOHON DI DAMPINGI KUASA HUKUM, KUASA HUKUM MELAMPIRKAN SURAT KUASA DARI
PEMBERI KUASA SERTA FOTO CHOPY KTP DAN KARTU ANGGOTA ADVOCAT

Sistem, M ekanisme dan Prosedur
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" 1. PERSYARATAN —~. ~.. N
> KTP terdiri darl tersangka’/'
keluarga tersangka / kuasa hukum hrlln;ka)
> Surat arus alasan

yang oleh (r( ,lurah,kepala desa) dan

didalam surat
menyebutkan Jaminan uang atau Jaminan orang

Bila pemohon didampingi advokat maka melampirkan surat kuasa dari
pemberl kuasa kepada advokat serta melamplirkan foto copy kartu tanda
Anggota Advokat

2. MEKANISME DAN PROSEDUR

v

(BIAYAIDANJTARIE]

> T-run;ka/l(elulrga Tersangka/Kuasa Hukum Tersangka mengajukan m(ﬂ]mﬂ@ﬁ
Surat Permohonan Penangguhan Penahanan kepada Urmintu Sat Reskrim
i ] > Setelah Itu Kaur Mintu M sat Imoperthal [ —

surat permohonan penangguh-n p-nnh-nnn tarubut

> Setelah Surat P P.n-niguhln Kasat Reskrim,
B2 monys surat uhan Tersebut Kepada 1 4
E e L A
- > Setelah darl Kasat Reskrim menindak lanjuti P & [perintah|penangguhanpenahanan;)
lengan apat dengan 4 v-nl.-ln-nn
cara dilakukan gelar / rapat. . iuhan)
> atas dengan
& P saran dan darl para peserta gelar.
> y kepada penangguhan penahanan tentang
penahannya.
> Jika oleh ang erkara membuat administrasi
Penangguhan penahanan sesual dongan perkaba No. 1 tahun 2022 tentang SOP

pelaksanaan penyidikan tindak pidana.

EElIsza KD
(43PERKAR|NO B TAHUN!2019 TENTANG]RENYIDIKAN|TINDAKIBIDANA]
! mum 12022 TENTANG STANDAR{ORERASI
¥7 ‘ [PENYIDIKANTINDAKRIDANAY

> tahanan kepada 8 pemeriksaanl
Kesehatan diruang tahti dengan dokter Hasll aan|Keseh:
dituangkan dalam surat keterangan dokter.

> Penyerahan mindlk kepada keluarga tahan
> JPemberitahuan  pelaksanaan wajib lapor kepada tersang|

lnangkl yang dilaksanakan 2kali dalam;1'm m'"ﬁ‘
urattanda wallb lapor dan’dlhndanngnnl sh|p

1. Keluarga Tersangka/ Kuasa Hukum mengajukan surat permohonan penagguhan penahanan ke

Kapolres melalui Urmintu Sat Reskrim

N

Kaurmintu menyampaikan kepada Kasat Reskrim Perihan Surat Permohonan Penangguhan Penahanan

w

Kasat Reskrim Menyampaikan ke Kapolres Perihan Surat Permohonan Penangguhan Penahanan

&

Setelah merima Disposisi dari kapolres, Kasat Reskrim menindak lanjuti dengan pembahasan dapat

tidaknya di kabulkan surat permohonan penangguhan penahanan dengan cara melakukan gelar

perkara

5. Kapolres Memberikan Keputusan atas permohonan penangguhan penahanan dengan
mempertimbang saran dan pendapat dari peserta Gelar perkara

6. Penyidik memberitahukan kepada pemohon penangguhan penahanan tentang keputusan terhadapa

permohonan penangguhan penahanan

7. Jika di setujui ooleh Kapolres, penyidik yang menangani perkara membuat administrasi Penangguhan
Penahanan Sesuai dengan Perkabareskrim Nomor 1 Tahun 2022 tentang SOP Pelaksanaan Penyidik
Tindak Pidana

8. sebelum tahanan di serahkan kepada keluarga, tahanan di lakukan pemeriksaan kesehatan yang di
tuangkan dalam surat keterang dari dokter
9. Penyerahan administrasi Kepada Keluarga Tahanan

10. Memberitahukan pelaksanaan Wajib Lapor Tersangka yang di Laksanakan 2 Kali dalam Seminggu

dengan membawa surat tanda wajib lapor dan di tanda tangani oleh penyidik k/ang menangani perkara
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Waktu Penyelesaian

10 Hari

Proses permohonan penaggunahn penahanan sejak di ajukan Surat permohonan penaggunahn penahanan

sanpai dengan di setujui oleh Kapolres dan Tahanan dapat di keluarkan membutuhklan waktu selama 10 Hari

Biaya/ Tarif

Produk Pelayanan

1. BERITA ACARA PENGELUARAN TAHANAN
Pengaduan Layanan

pengaduan di sampaiakan ke nomor WA Kapolres Muara Enim dan nomor pengaduan Sat Reskrim

| Tidak dipungut biaya
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